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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

a. Prosedur pelaksanaan pembuatan akta jual beli tanah di PPAT/Notaris Ari

RAhmatian,SH.,M.Kn di Kabupaten Dompu
Akta PPAT harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat

digunakan sebagai dasar yang kokoh untuk pencatatan peralihan hak dan
pembebanan hak yang bersangkutan. Menurut Keputusan Pemerintah No.
24 Tahun 1997, peralihan hak atas tanah dan benda-bendanya dilakukan
dengan surat PPAT, peralihan hak atas tanah dari pemilik kepada penerima
disertai dengan peralihan hukum (juridische levering) yaitu transfer yang
memenuhi formalitas hukum, termasuk memenuhi persyaratan hukum.
dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan; menggunakan
dokumen; dilakukan di hadapan PPAT.

b. Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pembuatan
akta jual beli tanah secara hukum.

Tanggung jawab administratif, yaitu Kesalahan administrasi atau
kesalahan administrasi yang dilakukan oleh PPAT dalam tindakan nyata
pasti akan menimbulkan akibat hukum tertentu yaitu PPAT dapat dimintai
pertanggungjawaban secara hukum maupun moral.

Tanggung jawab perdata, yaitu Tanggung jawab PPAT terkait

dengan kelalaian, kelalaian dan/atau kelalaian dalam penyusunan
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dokumen, yang menyimpang dari syarat formal dan substantif tata cara
penyusunan dokumen PPAT, bukan hanya sanksi administratif, tetapi
juga sanksi perdata.

Pertanggungjawaban Pidana: Dengan kata lain, PPAT anggota
DPR dapat menghadapi sanksi pidana jika memberikan surat dan/atau

tanda tangan palsu dalam AJB yang dijalankannya.

c. Saran

Berdasarkan subsidi yang diberikan oleh PPAT maka dalam pembuatan
akta peralihan hak atas tanah harus benar-benar memperhatikan syarat-syarat
yang harus dipenuhi oleh peralihan hak tersebut, agar tidak terjadi
permasalahan dikemudian hari yang dapat menimbulkan kerugian.
pembatalan. peralihan hak atas tanah karena subsidi tentang pentingnya
membuat dan mendaftarkan peralihan hak tersebut. atas negara itu setelah
hibah disiapkan oleh PPAT agar pihak pembeli mempunyai bukti-bukti yang

menentukan dalam hal terjadi permasalahan di kemudian hari.
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